
BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 11 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BALANGAN

Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi

pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah Kabupaten
'Balangan, 

dipandang perlu untuk dilakukan Pembentukan

Organisasi Tata Kerla dan Uraian Tugas Sanggar Kegiatan

Belajar KabuPaten Balangan;

b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a di atas, perlu

ditetapkan dengan Peraturan Bupati'

: L Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok kepegariaian (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah

denganUndang-UndangNomor43Tahun1999tentang
perubahan Ata! Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974

tentangPokok-pokokKepegawaian(LembaranNegara
RepuOtir lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

LembarannNegaraRepubliklndonesiaNomor3390);

2.Undang.UndangNomor2Tahun2003tentang
pembentukan kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten

Balangan di Provinsi Kalimantan selatan (Lembaran

Negara Rl Tahun 2003 Nomor 22, lambahan Lembaran

Negara Rl Nomor 4265);

3.Undang-UndangNomorl0Tahun2oo4tentang
Pembehtukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara_n

Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 53'

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4389);Undang-UndangNomorl0Tahun2oo4tentang
Pembentukan 

-Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun20a4Nomor53,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan

tentang
Republik

Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 44371 s{

tetatr diubah dengan Peraturan Pemerlftffit
UnOrng-rndang Nomor 3 Tahun zffi ffi



5.

Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2005 Nomoi 38, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4493) yang 1"]?! ditetapkan

G;g; undang_undang Nomor g Tahun 2005 (Lembaran

f..f"g-"r" Repudtif lndonesia Tahun 2005 Nomor 108,

tairUanan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4548).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun ZOCA tentang

ierimU-angan keuangan Antara Pusat dan Daerah

(Lembarai Negara Republik tndonesia Tahun 2004 Nomor

i26, Tambahin Lem-baran Negara Republik lndonesia

Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri S-ipil 
- 
(Lembaran

Neg*" nepJutir lndonesia Tahun 1994 Nomor 22'

Tairbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

3sal;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Xewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi

SeUagai baerah Otonom (Lembaran Negara Republik

lndon-esia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan

strufturll (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun

zoootentangPengangkatanPegawaiNegeriSipilDalam
Jabatan Strukturat-(LJmbaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2OO2 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republiklnd-onesiaTahun2003Nomor14,Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4262);

10. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
pemberhentian pegJwai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik lndonesiJ Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263\;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

o23tot1gg7 tanggal 20 Pebruari 1997 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja SKB;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

254t)t1gg7 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Perincian

Tugas SKB;

6.

7.

8.

aZ



13.

14.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

zg2tvnggl tanggat 17 Nopember 1997 tentang

FLngangfatan fepala Balai Pengembangan Kegiatan

Beldar dan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar;

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

06lu/sKB/1999, Nomor 180 Tahun 1999 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan

Angka Kreditnya;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun

2005 tentang Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja

Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor

03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

xanupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2006 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 04 Tahun 2OO5 tentang Pembentukan, organisasi

dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan

(Lembaran tiaerah Kabupaten Balangan Tahun 2006

Nomor 014 Seri D nomor 02);

15.

Memperhatikan :

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEMBENTUKAN

ORGANISASI TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS SANGGAR

KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.

3. Bupati adalah BuPati Balangan.

4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan

5. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut sKB adalah sKB Kabupaten

Balangan.

BAB It

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk sanggar Kegiatan Betaiar



Pasal 3

sKB adalah unit Pelaksana Teknis Dinas yang dipimpin oleh se-orang Kepala sanggar

v"ng neraoa di bawah dan bertanggungjawab xepada Kepala Dinas Pendidikan yang

ireriyangfut teknis administratit siia S"rtrnggrngjawab kepada Direktur Pendidikan

T;#g;ieknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luir Sekolah, Pemuda dan Olahraga

yang menyangkut teknis edukatif.

BAB III

TUGASPoKoK,FUNGSIDANSUSUNANoRGANISASI

Pasal 4

SKB mempunyai tugas pokok membuat percontohan dan pengendalian mutu

pelaksanaan program Fendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga'

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 4, SKB mempunyai

fungsi :

a. Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka

terciptanya masyarakat gemar belajar;
b. pemberian motivasi dai pembinain masyarakat untuk menjadi tenaga pendidikan

dengan azas saling membelajarkan;
c. Pemberian pelayanan informasi kegiatan Diklusepora;

d. pembuatan peicontohan berbagal program dan pengendalian mutu pelaksanaan

program DiklusePora;
e. 'e"riyrrrnan 

dan pengadaan sarana belajar muatan lokal;

f. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
g eeniintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan sektoraldalam bidang Diklusepora;

[. Pelaksanaan pendidikan dan latihan tenaga pelaksana Diklusepora;

i. Pengelolaan Urusan Tata Usaha Sanggar'

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi SKB terdiri dari :

a. KePala Sanggar ( Eselon lV a )

b. Urusan Tata Usaha ( Eselon lV b )

c. KelomPok Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi sKB sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan
' ' 

me-rupakan bagian ylng tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Pasal 7

Rincian uraian tugas SKB adalah sebagai berikut :
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1. menyusun rencana dan program kerja sanggar;

2. mempersiapkan bahan pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga

masyarak at agar mau dan mampu menjadi tutor, fasilitator, Pembina, pelatih dan

instruktur dala"m kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;

3. melaksanakan pemberian motivassi dan bimbingan kepada warga masyarakat agar

mau dan mampu menjadi tutor, fasilitator, Pembina, pelatih dan instruktur dalam

kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;

4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian motivasi dan bimbingan

kepada warga masYarakat;

5. mempersiapkan bahan pembuatan percontohan program kegiatan pendidikan luar

sekolah, Pemuda dan olahraga;

6. melaksanakan pembuatan percontohan program kegiatan pendidikan luar sekolah,

pemuda dan olahraga;

7 . mempersiapkan bahan penyuluhan dan bimbingan kepada warga - masyarakat

mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga

untuk menumbuhkan kemauan belajar agar tercipta massyarakat gemar belajar;

B. metaksanakan penyuluhan ddan bimbingan kepada warga masyarakat mengenai

percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;

9. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyuluhan da1 bimbingan kepada

warga masyarakat mengenai percontohan program pendidikan luar sekolah, pemuda

dan olahraga;

10. mempersiapkan bahan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar

sekolah, Pemuda dan olahraga;

11. melaksanakan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah'

pemuda dan olahraga;

12. mengevaluasi hasil pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar

sekolah, Pemuda dan olahraga,

13. melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi pengendalian mutu pelaksanaan program

kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;

14. mempersiapkan pengadaan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar

sekolah, Pemuda dan olahraga;

15. melaksanakan pengadaan sarana belajar mengajar muatan lokal program

pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;

16. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan sarana belajar muatan lokal program

pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;

12. melaksanakan urusan sarana dan fasilitas belajar pendidikan luar sekolah, pemuda

dan olahraga;

1g. melaksanakan pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan-kegiatan sektoral di

bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;

1g. mempersiapkan bahan pendidikan dan pelatiahn tutor, fasilitator, Pembina, pelatih

dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;

20. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, Pembina, pelatih dan

instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;

21. memantau dan mengavaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator,

pembina, pelatih dan instruktui dalam kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan

olahraga;

22. menyusun bahan pelayanan informasi perkembangan lcgiatan panowtan luar

sekolah, Pemuda dan olahraga;

23. melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerum*thnggflan Sangger;



24. melaksanakan urusan kepegawaian Sanggar;

25. melaksanakan urusan keuangan Sanggar;

26. melaksanakan urusan perlengkapan Sanggar;

27. melaksanakan urusan pengelolaan perpustakaan sanggar;

2g. memberi pelayanan informasi perkembangan kegiatan pendidikan luar sekolah,

pemuda dan olahraga;

29. menyusun laPoran Sanggar;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

peraturan Bupati ini mulai bertaku sejak tanggal ditetapkan, dengan.ketentuan apabila

ada kekeliruan di dalam penetapannya mata akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dJngan penempatlnnya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan-

Ditetapkan di
pada tanggal

I eupan
l"

H.

I
[\
1

SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 22 Agustus 2006

BERITA DAERAH KABUPATEN BAI.AI{GAN
TAHUN 2006 NOMOR 11

H. SYARIFULLAH



Lampiran : Peraturan Bupati Balangan

Nomor : 11 Tahun 2006
Tanggal : 22 Agustus 2006

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

KABUPATEN BALANGAN

f.,euenr

H.

1
EFFENDIE

7

URUSAN
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL


